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ABSTRAK

Ade Alifianti : 2021. Kinerja Ombudsman Rl Perwakilan Sulawesi Selatan
dalam Menyelesaikan Laporan Pengaduan Masyarakat di Kota Makassar.
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Cahizi Nasucha (2004:25) yang menjelasakan dalam mengukur kinerja scbuah
organisasi publik harus memperhatikan tiga unsur, yaitu responsiviias,
responsibilitas, dan akuntabilitas.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki
fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh
masyarakat, mulai dari pelavanan dalam bentuk pengaturan ataupun
pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat




Dalam hal w1 pemenntah sebagai pelaksana kontra sosml yang telah
digariskan  sebelumnya, justru menimbulkan berbagai masalah bagi
masyarakat yang kemudian menda patkan berbagai stigma negatif publik.
Berbagai kajian vang telah dilakukan eleéh pam pemerhati

Bambang Yudhoyono vang disetujui pembuat Undang-Undang dalam Rapat
Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008, dengan nama Ombudsman
Republik Indonesia (Sirsjuddin, dkk, 2012: 144),

Dalam perkembangannya Ombudsman Republik Indonesia dengan
mempertimbangkan  dengan  berbagmi  hal yang tejadi, maka Ketua
Ombudsman RI mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan Lembaga
Ombudsman Perwakilan di setiap provinsi di seluruh Indonesia ngar




maladministrasi yang tegjadi. Ombudsman perwakilan mempunyai kedudukan

//; T

//',',-’J"r--l‘ et ‘I‘
 Fr ,.-p?f- o

(R, 70

-

Dalam undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republic
indonesia dalam pasal | ayat 3 dijelaskan bahwa Maladminisirasi adalah
sebuah perilaku/tindakan tetapi juga meliputi keputusan dan peristiwa yang
melawan hukum, melampaul wewenang, menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut. termasuk kelalaian
atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik
vang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemenntahan, termasuk
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perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang
menimbulkan kerugian materil dan/atau immateriil bagi masvarakat dan
OTang perseorangan.
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kepatuhan buruk terhadap UL No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman twhun 2017 dalam zona
kepatuhan pemerintah Kota tentang nilai pada pemenntah Kota Makassar
vaitu 68 81% yangberada dalam zona kuning. Kemudian pada laporan tahunan
2018 Kota Makassar tetap berada pada zona kuning dengan nilai 77 28%,
Berdasarkan laporan tahunan 2019 yang mendeskripsikan tentang nilai

kepatuhan di pemenntah provinsi yang dimana sejak 2017 pemenntah




provinsi yang telah mendapatkan zona hijau pada tahun sebelumnya tidak
dinilai kembali. Peningkatan jumlah provinsi yang berada pada zona hijau
signifikan tegadi di tahun 2018 yakni sebesar 62,50%. Akan tetapt pada tahun
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Makassar vang masih tergolong kurang optimal dan belum terawasi
keseluruhan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi
Selatan. Kemudian tidak menutup kemungkinan dalam proses pelayanan yang
terdapat pada pelayanan penyelesaian laporan masyarakat di Ombudsman RI
perwakilan Sulawesi Selatan yang masih tergolong lemah dan berdampak
pada kinea pelayanan publik yang jika ada kesalahan pada proses
pemerintahan, masyarakat tdak dapat mengadu pada pengawas pemerintahan




yang tidak memihak dan berdampak pada tidak adanya perbaikan seria
pelayanan yang melayani rakyat dengan baik.

Tidak bisa dipungkin bahwa masih banyak organisasi perangkat daerah di
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rangka penyelesaian laporan masyarakat belum maksimal mencapai terget.
Kualitas pelayanan dalam melengkapi laporan juga belum maksimal, karena
Ombudsman masih lamban dalam menangani laporan publik. Daya tanggap
Ombudsman Republik Indonesia di Jawa Tengah kurang maksimal serta ndak
akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Faktor-faktor vang menghambat
kinerja adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam

menyelesaikan laporan, udak adanya mekamsme sistem kerja, kurangnya




sarana dan prasarana, kendala anggaran, kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang keberadaan Ombudsman di Jawa Tengah, dan kepemimpinan dan tim

yang mendrong kinerja Ombudsman.

adapun rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

|. Bagaimana Responsivitas Ombudsman RI  Perwakilan Sulawesi
Selatandalam menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat di Kota
Makassar?

2. Bagaimana Responsibilitas Ombudsman Rl Perwakilan Sulawesi Selatan
dalam menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat di Kota Makssar?




3. Bagmmana Akuntabilitas Ombudsman RI Perwakilan Sulawes: Selatan
dalam menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian
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Berdasarkan tujuan penclitian yang telah dikemukakan, maka manfaat
penelitian ini, adalah:
1. Manfaat teontis
a  Diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi
pemerintah dalam peningkatan kualitas pelyanan kepaada masyarakat




b. Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan
diketahui tentang kinerja yang akan berdampak pada peningkatan




BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Berikut merupakan penelitian terdali kait dengan penelitian vang
dilakukan penulis.

1. Kelam Putni,
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bersentuhan dengan para penyelenggara pelayanan publik.

2. Fibrisio H Marbun, 2016 “Kinerja Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Riau dalam Penanganan Laporan Masyarakat
Kota Pekanbaru™. Hasil penclitian menunjukkan bahwakinerja
Ombudsman Rl Perwakilan Provinsi Riau dalam penanganan pelaporan
publik Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. namun masih belum




maksimal karena dalam penyelesaian laporan membutuhkan prosedur vang

cukup kompleks dan masth minimnya pengetahuan masyarakat Kota
mmwmkmnﬂmhﬁmmﬁmgﬂdammmﬂ.
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Ombudsman di Jawa Tengah, dan kepemimpinan dan tim yang mendrong
kinerja Ombudsman.

4 Ria Novia Sar, 2016 “Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Riau dalam menyelesaikan laporan masyarakat
dibidang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37
tahun 2009 tentang Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Riau
2009 tahun 2013-2014" Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja
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Ombudsman perwakilan provinsi Riau dalam hal ini  efektivitas
Ombudsman Republik Indonesia DPRD Provinsi Riau perlu dikaji guna

mewujudkan tujuan pengawasan. Namun dalam hal im pelaksanaan tugas
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beberapa kendala dalam operasi penyelesaiannya yang menyebabkan lamanya
proses bahkan penundaan penyelesaian laporan dalam bidang pencegahan

ataupun penyelesaian laporan.




B. Konsep Kinerja Organisasi
a. Pengertian Kinerja

Kinerja merujuk pada tingkat pencapaian karynwan atau organisasi
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mengaemukakan kinerja ialahhasil pekerjaan yang memiliki ikatan yang
kuat dengan arah strategis organisasi, kepuasan Kkonsumen dan
berkontribusi dalam ekonomi.

Sedarmavanti {2013: 310) dalam bukunya Manajemen Sumber daya
manusia, kinerja merupakan hasil kerja dapat dicapai oleh seseorang atau
: sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan
| tangeung jawab masing-masing, dalam memperoleh tujuan organisasi.

I T ———
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Menurut Rivai & Basri dalam Masram (2017:138) menyatakan, kinerja
adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhanselama
penode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbaga

-

kinerja organisast (arganization perfo

organisasi Kecakapan dibentuk oleh kompetensi, keterampilan.dan
pengetahuan, sedangkan motivasi d ibentuk dan peluang yang dipengaruhi
oleh lingkungan dan interaksi antara sikap dengan situasi Jika keseluruhan
faktor im diperhatikan oleh perusahaan atau instansi maka kemungkinan
penciptaan kinerja karyawan dapat dioptimalkan.

L
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Organisasi  pemerintah  baik swasta besar maupun kecil harus
digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif berperan sebagai
pelaku, dengan kata lan tercapunya tuwuan organisasi  hanya

sckelompok orang pemegang posist dan strukturpembagian kena vang
bekerja bersama secara tertentu untuk menwujudkan tujuan tertentu.
Menurut Dwight Waldo (dalam Syaiful Sagala, 2016:19) organisasi
adalah struktur hubungan-hubungan di antar orang-orang berdasarkan
wewenang dan bersifat tetap dalam suatu system admimistrasi Organisasi
dibentuk atas dasar pengaruh di berbagai aspek seperti tyjuan yang sama
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serta penyatuan visi dan misi dengan pelaksanaan keberadaan sekelompok
orang tersebut yang diakui keberadaannya oleh masyarakat
Faktor- faktor mempengaruhi Kinerja

4. Svstem factor, ditunjukkan oleh adanya system dan fasilitas yang

diberikan organisasi.
5. Comtextual situatonal fuctor, ditunjukkan oleh tingginya tekanan dan

perubahan lingkungan internal dan eksternal.
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d. Indikator Kinerja Organisasi
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dan aspirasi masyarakat.
2. Responsibilitas/ Respensibility
Yaitu kemampuan organisasi untuk mengatur sejauh  mana
pembenian layanan telah beralan sesuai dengan standar serta prinsip-
prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi,
batk secara implisit maupun eksplisit. Responsivitas mengukur tingkat




-

Menurut Dwivanto (dalam Sudarmanto, 2014; 16) terdapat 5 indikator

1.

Produktivitas adalah mengukur ungkat efekuvitas dan efisiens:

dengan ukuran nilai-nila: atau norma eksternal yang ada di masyarakat

atau yang dimiliki para stakeholder.




Menurut Kasmir (2016: 208-210), indikator yang digunakan untuk
mengukur kinerja ada enam, yaitu.

1. Kualitas (Mutu)

Kinena sering kali dikaitkan dengan kerja sama antar karyvawan
dan antar pimpinan. Hubungan ini sering kali juga dikatakan sebagai
hubunganantar perseorangan. Dalam hobungan ini diukur apakah
seorng karvawan mampu untuk mengembangkan perasaan saling
menghargai, niat baik dan kerja sama antar karyawan yang satu dengan
karyawan yang lain.




5. Penckanan biaya

Biaya vang dikeluarkan untuk setiap aktivitas perusahaan sudah
jalankan. Artinya dengan biaya yang

ol acuan agar tidak

3. Kendala kerja. Dapat tidaknya diandlkan merupakan apakah pegawai
dapat mengikuti intruksi, memiliki inisiatif, hati-hati dan rajin dalam
bekerja

4. Sikap kerja. Sikap kerja yang memilki terhadap perusahaan, pegawai
lain pekerjaan serta kerja sama.




Menurut Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2013)
mengemukakan indikator  kinega  ferdin dan.  responsiveness,

responsibility, uccountabiiry.

Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang tdak tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Oleh sebab itu, dalam sistem pemisahan
kekuasaan Ombudsman dapat dikategonkan sejajar dan tidak dibawah
pengaruh kekuasaan lain Dengan tugas dan fungsi itu kehadiran
Ombudsman sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat dalam
pemenuhan perlindungan sebagai bagian twjuan bemegara




Pada system pengawasan Ombudsman, partisipasi adalah prasyarat
penting dan menjadi mansiream utama. Untuk memperoleh tujuannya
(mewujudkan good governance) Ombudsman di Indonesiamempunym
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pengawas pelayanan public seiring waktu semakin diperkuat.

Pada tanggal 7 Oktober 2008 ditetapkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik
Indonesia  Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik
Indonesia, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi
Ombudsman  Republik  Indonesia.  Perubahan nama  tersebut
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vang bersifat sementara, tetapi merupakan lembaga Negara yang permanen
sebagaimana lembaga-lembaga Negara yang lain, serta menjalankan tugas

. \1 ) ,y
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5) Meningkatkan budaya hukum nasional. kesadaran hukum masyarakat,

dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Fungsi Ombudsman RI menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah berfungsi
mengawasi penyelenggragan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemenntah baik pusat maupun di daerah
termasuk vang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha




Milik Daerah, dan Badan hukum Milik Negara serta badan swasia atau
perseorangan vang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik

7) Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, dan
| 8) Melakukan tugas lain vang diberikan Undang-Undang




Ombudsman  Republik  Indonesia memiliki  wewenang  dalam
menjalankan pelayanan publik yaitu sebagai berikut
1) Adanya sural keterangan dari pihak yang melakukan pelayanan terkait

7) Demi kepentingan umum mengumumankan hasil temuan, kesimpulan,
dan rekomendasi.
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Ada 10 subtansi bentuk pelayvanan vang diawasi oleh Ombudsman,
vaitu; (1) penundaan berlarut; (2) penyalahgunaan wewenang; (3)
berpihak; (4) tidak memberikan layanan; (5) permintaan uang, barang, dan

mengunggah dokumen yang persyaratkan Jikalau masih ada yang
perlu dipertanyakan atau belum dimengerti dapat menghubungi nomor
137 dan 082137373737 (Ombudsman Republik Indonesia) dan

08112363737 (Ombudsman RI Perwakilan Sulawes

Selstan)agarmendapatkan  penjelasan  secara  detail dan  pihak
Ombudsman R1 pengaduan ke Ombudsman tidak dipungut biaya.




Selain itu masvarakat yang memiliki masalah terkait pelayanan publik
persyaratan laporan vaitu sebagai berikut: a) Pelapor adalah warga Negam
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dan fungsinya atau bisa juga disebabkan karena masyarakat yang belum
mengetahui sepenuhnya keberadaan Ombudsman Perwakilan R tersebut.
Penelitian tentang  kinerjn  Ombudsman Perwakilan im1 akan dianalisis
berdasarkan indikator oleh Lenvine etr. Al dalam Chazi Nasucha (2004: 25)
vang menjelaskan dalam mengukur kinena sebuah orgamisasi publik harus
memperhatikan Ilﬂl unsur vaitu: (1) Responsivitas, (2) Responsibilitas, (3)
Akuntabilitas.




Hasil penelitisn ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi  bagi
Ombudsman Maka dari uraian yang telah dijabarkan, mendasari lahimya
kerangka fikir penehitian seperti benkut :

e atal dilam Chaizi -
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vang diangkat oleh peneliti yaitu kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi
Selatan dalam penyelesatan laporan pengaduan masyarakat di Kota Makassar
yang menggunakan indikator menurut Leavinne ctall dalam Chazi Nasucha
(2004: 25) vang menjelaskan dalam mengukur kinena sebuah organisasi
publik harus memperhatikan tiga unsur, yaitu responsivitas, responsibilitas,
dan akuntabilitas, maka dalam hal ini untuk mengukur kinerja Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan yang sesuai dalam Tugas




Ombudsman Republik Indonesia dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

F. Deskripsi Penelitian

e Wllhoss
Ny

maladmimstrasi dalam penyelenggara pelayanan public.
b) Melakukan pemeriksaan subtansi atas laporan dan menindaklanjuti
laporan
Melakukan  pemeriksaan  substansi atas  laporan  dan
menindaklanjuti laporan adalah dimanaOmbudsman RI Perwakilan
Sulawesi selatan melakukan beberapa proses pemenksaan pada
laporan vang sudah diterima dari masyarakat apakah dugaan tersebut
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ditemukan awu  tidak  ditemukan maladmimstrasi.  Kemudian
Ombudsman akan menindaklanjuti  laporan tersebut  ketahap
penyelesaian  laporan dengan  berbagai upaya yang dilakukan
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b) Membangun Jaringan Kerja dan Koordinasi serta Kerjasama
Membangun jaringan kerja dan koordinasi serta kerjasama
merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan public
dimana Ombudsman Rl Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan
koordinasi dan kerjasama terkait pengaduan pelayanan dari masyarakat
untuk dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku




3. Akuntabilitas’ Accountahility




BAB I

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian ya
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atau mlai kepatuhan tinggi. Ombudsman telah melakukan salah satu program
mengadakan penilaian kepatuhan dan hasilnya sangat jelas bahwa Organisasi
Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan wtamanya di Kota Makassar

vang memerlukan perhatian lebih dan Ombudsman Rl sclaku Lembaga
pengawas pemernintahan vang tidak memihak.




B. Jenis dan Tipe Penelitian
Penehitan  imi menggunakan  jenis  penelitian  kualitauf  dengan
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Perwakilan dalam menyelesatkan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan
realita dengan fakia vang tenadi.

C. Informan Penelitian
Penelittan mengenai Ombudsman Rl Perwakilan Sulawes: selatan dalam
upaya meningkatkan kualitas pelavanan publik yang memerlukan informan
vang mempunyar pemahaman berkaitan langsung dengan masalah penelitian
guna memperoleh data dan informasi yang akurat. Oleh sebab i, informan




vang dimaksud sehagm benkut Adapun informan dalam penclitan yaitu
sebagai berikut
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langsung terhadap objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun
berbeda. Observasi penelitian fokus pada pengamatan langsung terhadap
meknisme kena dan Kualitas pelayanan publik oleh Ombudsman Rl
Perwakilan Sulswesi Selatan dalam menyelesaikan laporan pengaduan




2. Wawancam

Tujuan dan wawancara im untuk menemukan pemasalahan sccara
lebih terbuka, prhak yang diajak wawancara diminta untuk mengeluarkan
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masyarakat. Peneliti juga perlu melakukan review untuk mendapatkan data
yang real.
E. Teknik Analisis Data
Teknik anabisis data dalam penelitian imi teknik analisis data interakuf dan
Miles dan Huberman (2008: 256), yaitu: (1) Reduksi data (data reduction),
denganmerangkum. memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
vang penting, mencari tema dan pola dari data (2) Penyajian data (doia




dusplay), menyajikan data vang dikategonikan dalam wujud bagan, :
antarkategoni, uraian singkat dan sebagainya; dan (3) Penarikan Kesunpulan
(verificarion), penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yvang muncul dan
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Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat
berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks dan tebal
Penvajian data merupakan proses pengumpulan informasi vang disusun
berdasarkan  kategori  atau  pengelompokan-pengelompokan  yang
diperiukan.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitauf penyajian data dapat
dilakukan dalam wujud bagan, flowchart, uraan singkat, dan hubungan




. Vernfikas: Data (( ‘onclusions drawing verifiving)

antarkategon maupun sejemsnya. Untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif senng kal digunakan teks vang bersifat naratif.

terqun ke lokasi Adapun vang menjadi harapan yang terdapat dalam
penchitian kualitatif ialah mendapatkan teori baru Temuan v dapat
berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, sctelah ada
penelitian vane belum jelas itu dapat kemudian dielaskan dengan teon-

teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teon vang didapatkan diharapkan

bisa menjadi pijakan pada penehitian-penelitian selanjutnya.




F. Teknik Pengabsahan Data
Keabsahan data dilaksanakan untuk membuktikan apakah penelitian yang
dikerjakan sudah tepat sebagai penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Profil Ombudsman RI F
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1Sanan

masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam
perkembangannyaOmbudsman Republik Indonesia dengan
mempertimbangkan berbagai hal yang terjadi, maka Ketua Ombudsman
RI mengeluarkan kebijakan untuk mewnjudkan Lembaga Ombudsman
Perwakilan di setiap provinsi  di seluruh Indonesia agar memudahkan
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masyarakat dalam mengajukan laporan pengaduan maladministrasi yang
Kehadiran Lembaga Ombudsman R1 Perwakilan Sulawesi Selatan
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Adapun visi dan misi Ombudsman Republik Indonesiavaitu sebagai
berikut.
Visi*Ombudsman Republik Indonesia Yang Berwibawa, Efektif Dan
Adil™,
Misi:
a  Memperkuat Kelembagaan,
b, Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman Rl
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d  Mendorongpeningkatan  kualitas  pelayanan  publik  oleh

4. Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan
Perwakilan Sulawesi Selatan -




Gambar 4.1 Struktur Ombudsman R Perwakilan Sulawes: Selatan
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2. Keasistenan Pemeriksaan Laporan, memepunyal tugas melakasakan
pemeriksaaan laporan pada wilayah kerjanya.

3 Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, mempunyai  tugas
merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang deteksi, analis dan perlakuan pelaksanaan
saran dalam rangka pencegahan maladministrasi




5. Alur Penyelesaian Ombudsman Rl Perwakilan Sulawesi Selatan
Pelapor yang datang ke Ombudsman awalnya melakukan registrasi
yang akan dihadapkan langsung dengan Asisten Penenmaan dan

.'\ nvimak, menanvakan, dan

dmini§tasi yang dilaporkan

Verifikasi  laporan (PVL) seb
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Sumber: Ombudsman Republik Indonesia




B. Hasil Penelitian
Upaya dalam memngkatkan pelayanan publik vang sesuar dengan
perundang-undangan dan penegakan hukum, diperlukan keberadasan lembaga
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kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  tersebut  dapat  terpenuhi.  Melalui
Ombudsman, perwujudan Negara demokrasi dapat dilihat dengan jelas dimana
masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam pemilihan umum saja namun
masyarakat jugs memegang peranan penting untuk melakukan pengawasan
terhadap kinena birokrat yang telah dipilihnya.




Adapun tujuan dan dibentuknya Ombudsman di Sulawesi Selatan adalah
untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di
wilayah Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan  tugas, fungsi dan
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1. Responsivitas (Responsiviness)

Pada indikator 1ni mengacu kepada keselarasan antara program dan
kegiatan pelayanan yang diberikan oleh orgamsasi publik dengan
kebutuhan dan Keinginan masyarakat Dalam hal i Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam daya tanggap
(responsive) atau kemampuan penyedia pelayanan terhadap permasalahan,
kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat pelopor. Pada responsivitas
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Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam
penelitian ini terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu:

a Tanggapan Ombudsman dalam menerima laporan atas dugaan

ymgmsmmmwimmmm
Undang-undang, ketika ada laporan yang masuk tentu kami
terlebih  dahuly  menyampaikan  apa-apa  saja  ketentuannva
begitupula kalau musalnya sifatnva konsultasi, itu juga kam
tanggapi, jadi sebagaimana tadi pada point pertama disampaikan
md:ngankﬂuﬂm,hikﬁuhpwmmmamkﬂaﬁuﬁm
sifatnva konsultasi kami akan merespon sesuai dengan protocol
masing-masing” (Hasil wawancara dengan [bu Maria Ulfa pada |
Februari 2021),




Sependapat dengan hal i, kemudian diperkuat oleh Asisten
. Lasoran; bekia . T
“Twumhdsnmkcuhmmmamkmmmumh@

analisa penehii bahwa respon
pegawai kepada masyarakal yang datang langsung ke Kantor
Ombudsman dalam menyampaikan laporan ataupun masyarakat yang
konsultasi terlebih dahulu dengan petugas Ombudsman dilihat pada

pencrimaan laporan, petugas Ombudsman akan membenkan arahan
sesuai dengan peraturan Ombudsman dalam menerima laporan serta
membenkan pemahaman terkait kewenangan Ombudsman.Pada tmhap
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penerimaan laporan syarat-syarat yang dimaksudkan ialah svarat
formil dan syarat matenl dalam Peraturan Ombudsman Nemor 48
tahun 2020, vang dimaksudkan dengan syarat formil yaitu sejumlah

memberikan pelayanan, sebagai berikut:

“Sant sava datang langsung di Ombudsman, pegawai langsung
merespon dan menanyakan permasalahan saya terus dijelaskan
sedemikian rupa setelah itu memberikan beberapa syaral untuk
agar dapat dilakukan venfikasi laporan™

Selanjutnya  diperkuat oleh pelapor 3. mengenai Ombudsman
merespoon masyarakat serta memberikan pelayanan, yaitu:
“Pertama kali saya mengajukan pengaduan di Ombudsman dan

mengetahuy ada lembaga pengaduan di media sosisal Terkan
respon pada saat pelavanan saya rasa sudah baik, mercka




menjelaskan apa-apa saja yang kita perlu lakukan dan me

permasalahnnya bagaimana, sehingga kita tahu lebih dalam dan
bisa paham terkait maladministras) itu apa saja”
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materil yang harus dilengkapi pelapor agar laporan dapat divenifikasi,
Hal ini diperkuat dengan Peraturan Ombudsman Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 pasal 4 adapun Syarat formil yang

dimaksudkan tersebut meliputi:

1) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan
dan alamat lengkap dengan fotokopi identitas

2) Surat kuasa apabila laporan dikuasakan kepada pihak lain
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3) Memuat umian penistiwa, tindakan, atau keputusan yang
dilaporkan secara ringi
4) Sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak

masih dalam tenggang waktu yang patut

3) Pelapor belum memperoleh penyelesaian dari instansi yang
dilaporkan

4) Subtansi yang dilaporkan sesuai dengan ruang lingkup
kewenangan Ombudsman

5) Subtanst yang dilaporkan fidak sedang dan/atau  telah
ditindaklanjuti oleh Ombudsman.




b Tanggapan dalam melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti
laporan atas  dugaan maladministrasi  dalam  penvelenggaraan
pelayanan publik.

yang dilakukan jalah dengan melakukan pemeriksaan dokumen
Laporan vang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam
pemeriksaan dokumen.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen (LHPD). LHPD paling sedikit




memuat nomor dan tanggal registrasi, identitas, terlapor, kronologss,
subtansi, dugaan maladministrasi, hampan dari pelapor, petraturan
yang terkait, data pendukung sementara, analisis, kesimpulan

a Subtansi laporan diketahui bukan wewenang Ombudsman;

b Subtansi laporan menjadi objek pemeriksaan pengadilan;

¢. Laporan sedang dalam proses penyelesaian dalam waktu yang
patut dan instanss

d Pelapor udak memenuhi perminiaan Ombudsman untuk member
tanggapan sebelum dilakukan permintaaan klarifikas:,



(2) Keputusan penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada

ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Ombudsman atau Kepala
Perwakilan dan disampaikan kepada Pelapor dalam waktu paling

-----
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Berdasarkan wawancara di as, yang dikemukakan Kepala
Keasistenan Penerimaan dan  Verifikasi Laporan dapat  diambil
kesimpulan bahwa melakukan pemeriksaan laporan yang dilakukan
dimana klanifikasi sebagai tahap awal pemerksaan laporan

| Ombudsman melakukan klanfikasi terhadap laporan dan pemanggilan
‘ dengan Klarifikasi yang dapat dilakukan secara tertulis maupun datang




langsung, sesuai Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, yang
memberikan jangka waktu 14 hari dan surat permintaan klanfikasi

‘BM =
(1, *\,, //"m* \\

diterimanya surat pemanggilan. Terkait laporan yang memerlukan
penjelasan atas jawaban klarifikasi tersebut Ombudsman  dapat
melakukan klarifikasi secara langsung dengan pemberitahuan secara
tertulis.

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan  Asisten
Pemeriksaan Laporan, beliau mengatakan:




“Setelah di tahap penenmaan dan verifikasi laporan (PVL) telah
selesat terpenuhi syaratnya, selanjutnya  ketahap pemeriksaan,
ditahap pemeriksaan ini Ombudsman melakukan pemanggilan,
permintaan klanfikasi, investigasi lapangan, media, konsiliasi
sampai ada namanya LAHP (laporan akhir hasil pemenksaan),
disitu kemudian Ombudsman menyampaikan pendapatnya, apakah
lupormynngdlmnpm g itu ditemukan atau ndak

P Neaarcan
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dalam melakukan pemeriksaan serta menindaklanjuti laporan tersebut,
yaitu sebagai berikut:

“Ombudsman sendin sudah tepat dalam melakukan pelayanan
karena mereka sudah berusaha menyclesaiakannya dengan bak
bahkan seingat saya mereka menjelaskan apa-apa sajs vang kita
perlu lakukan dan permasalahan bagaimana, schingga tahu lebih
dalam dan paham terkait maladministrasi itu menvangkut hal apa
saja”
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Kemudian hasil petikan wawancara yang dilakukan oleh pelapor 3
menyatakan bahwa .

Dﬂmkmumﬂmmimuﬁmﬂmbu&mmm

vang

malathuhtdﬂmﬁmkmhpmmvmgmhuhi
maladministrasi maka masuk pada tehap penyelesman laporan,
sedangkan pada laporan yang tdak terbukti maka laporan tersebut
ditutup. Penyelesaian laporan dapat juga dilakukan melalw
mediasi, konsiliasi dan atau ajudiksi khusus, ajudiksi dilakukan
terhadap laporan terkait ganti rugi vang tidak dapat diselesaikan
dengan mediasi dan atau konsiliasi tersebut, maka laporan masuk
pada tahap monitoring pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi atau
konsilias1” (Hasil wawancara dengan Ibu Mana Ulfa pada tanggal

| Februaru 2021)
Hasil wawancara dengan Kepala Keasistenan Penerimaan dan

Verifikasi Laporan bahwa dalam tahap pemeriksaan subtansi atas




laporan yang dilakukan oleh unit pemeriksaan laporan, memilki
beberapa tahap untuk melihat bahwa laporan tersebut ditemukan
maladmimstrasi atau tidak ditemukan maladministrasi. Jika ditemukan

atau
8) Rekomendasi telah diterbitkan.

Rerkomendasi Ombudsman dikeluarkan apabila:

a) Mediasi dan/atau Konsiliasi gagal dilaksanakan

b) Mediasi dan/atau Konsiliasi tidak mencapai kesepakatan
¢) Ditemukan maladministrasi,




Dalam hal laporan dapat ditindaklanjti melalui mediasi dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) han untuk memutuskan dapat atau
tidaknya laporan dapat diselesaikan melalui mediasi.

Kemudian penclin : tkafil, wawancara oleh  Asisten
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Berdasarkan hasil observasi dan analisa pencliti bahwa di ahap
pemeriksaan dan tahap memindaklanjuti laporan masyarakat, sudah
dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Ombudsman Nomor 48

Tahun 2020 tentang tata Cara Penerimaan, pemenksaan, dan
Penyelesatan Laporan, dalam hal ini Ombudsman melakukan beberapa
tahap vartu dengan dilakukannya klarifikasi dan pemanggilan secara
tertulis maupun datang langsung, pemanggilan dilakukan sebanyak 3




kali dalam jangka masing 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal ditenma surat panggilan Laporan yang telah dilakukan
klarifikasi dan pemanggilan, maka kemudian masuk pada proses

pelapor dan terlapor, urman laporan, hasil pemenksaan, analisis
peraturan terkait, seria kesimpulan yang menyatakan apakah laporan
tersebut ditemukan maladministrasi atau tidak, dan tindakan Korekiif
yang dapat dilakukan Unit Pemeriksaan akan melakukan bedah
laporan sebelum menetapkan LAHP yang melibatkan anggota atau
kepala perwakilan. Terhadap LAHP yvang menyatakan udak ditemukan
maladmimistrasi dissmpaikan kepada pelapor dengan tembusan kepada




terlapor. Sedangkan terhadap LAHP vang menyatakan ditemukan
maladministrasi, Ombudsman menyampaikan kepada terlapor dan

meminta tanggapan. LAHP vang tidak memperoleh tindak lanjut dan
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melalui permintaan katerangan terhadap pelapor, terlapor atau atasan
terlapor, pemeriksaan lapangan, dan permuntaan bukti dan atau
dokumen. Terhadap yang tidak dilaksanakan atau hanva sebagian
dalam kewenangannya dapat meminta keterangan terlapor dan/atau
atasan terlapor, dan melakukan monitoring terhadap penyelesaian
laporan, dalam hal ini monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi,



monitoring pelaksanaan kesepakatan dalam konsiliasi Monitoring
pelaksanaan rekomendasi ini dilakukan dalam waktu paling lambat 60
(emam puluh han) terhitung sejak tanggal diterimanva rekomendas.
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Pemeriksaan terkait jumlah penyelesaian laporan, beliau mengatakan
bahwa:

“Disenap tahun Ombudsman secara kelembagaan menetapkan target-
terget kinerja yang dari pusat sampai perwakilan itu ada target-terget
kinerjanya, misal di perwakilan ada 90% penyelesaian laporan,
penerapannya 98%, pencegahannya sekian kegiatan, ada target-target
kinernva di tanda tangam di setiap perwakilan”. (Hasil wawancara
pada tanggal 3 Maret 2021),




Hasil wawancara  di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
Ombudsman Perwakilan menetapkan 90% target-target kinerjanya dalam
menyelesatkan  laporan  pengaduan  masyarakat.  Berdasarkan  data
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dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah laporan pengaduan yang semakin
bertamb ah, dengan laporan pengaduan dan tahun 2016-2019 mencapai
target penvelesaian laporan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami
penurunan penvelesatan yaitu dengan persentase 80% dan 20% masih
dalam proses, hal im menunjukkan ada beberapa laporan yang memang
memerlukan waktu vang lama dimana laporan akan diselesaikan pada
tahun berikutnya, adapun total laporan pengaduan dengan jumiah




penyelesaian keseluruhan mencapai target penyelesaian dengan 91%
laporan yang telah diselesaikan oleh Ombudsman R1 Perwakilan Sulawesi

coba penerapan klasifikasi laporan masyarakat Klasifikasi laporan
masyarakat adalah penctapan kategori laporan masyarakat yang didasarkan
dtas perolehan nilai setiap laporan Tahap awal sebelum dilakukan
klasifikasi adalah melakukan identifikasi atas sebuh laporan untuk

ditctapkan nilainya pada setiap indikator. Adapaun indikator dalam




a. Jumlah Terlapor dan/atau pihak tertentu;

b. Jumlah permasalahan pelayanan publik;

¢. Lokasi terlapor, pihak terkait dan/atau objek laporan masyarakat

m]ga]nyg vang agn s tethadan ombudsman. kam
uﬂynymghb:hmgpnduakhmy mblmwydesmnnynlebuh
lama, karena tidak semua terlapor inikan kooperatif, apalagi ombudsman
ditckankan untuk tidak melakukan cara-cara refresif walumam
ombudsman punya kewenangan untuk memanggil paksa pi kami
mencoba melakukan tindakan-tindakan persuasif, selanjutnya dari subtansi
laporannya sendin yang sangat kompleks, dikami ada klasifikasi laporan
sedang, ringan, berat, nah laporan itu beserta memang membutuhkan
waktu yang lama, Sumber daya manusia yang banyak dan kemudian
membutuhkan analisa-analisa mendalam, kalau bagaimana menanganinya
kalau koordinasi tadi kami melakukan istilahnya skiff up yakni upaya
untuk menckan dia dan atasan™ (Hasil wawancara dengan Bapak Hasrul
cka Putra pada tanggal 3 Maret 2021).




Berdasarkan wawancara dengan Asisten Pemeriksaan  dapat
disimpulkan bahwa Ombudsman Rl Perwakilan Sulawesi Selatan

memiliki beberapa hambatan dalam pen lmimlupoun pengaduan yang

pada dasarnya penyelesaian lape erpengaruh terhadap subtansi

laporan ity sendiri, s: / \ \\... beda dalam
penyelesaiaanya, i Iu aitu kuran
koordinat /:23\1p@ i FMMf '-\ E
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tegori. | - Car (LA L] U

s | Peiaaman| A
| Biasa. . [Sutsn 0 16 Janw
2 E. \ .- ..-!‘ : ) : =
3 RCO )
4 Biasa
5 Biasa
6 Biasa atang Langsung
7 Biasa Datang Langsung
§ Biasa E;:ﬂ“m 10 Februari 2020 | Kepegawaian
9 Biasa Datang Langsung | 19 Februan 2020 | Kepegawaian
10 Biasa Datang Langsung | 19 Februari 2020 | Listnk
I Biasa | Datang Langsung | 20 Februari 2020 | Agraria/Pertanahan

12 Biasa Datang Langsung | 9 Maret 2020 | Agrana/Pertanahan
13 Biasa Datang Langsung | 25 Februan 2020 | Kepegawaian
14 Biasa Surat 24 Februan 2020 i
15 Biasa WhatsApp 24 Februan 2020 | Pendidikan
16 Biasa Datang Langsung | 4 Maret 2020 | Pendidikan

17 Biasa Datang Langsung | 16 Maret 2020 | Agraria/Pertanahan




12 Maret 2020

Biasa

Biasa

20 Maret 2020

07 April 2020

31

3

i3

Biasa

26 Jum 2020

Biasa

30 Juni 2020

30 Juni 2020

Biasa

2 Juli 2020

7 Juli 2020

(Perwakilan)

10 Jul 2020

i




42 Biasa Datang Langsung 13 Juli 2020 | Kepegawaian
43 RCO Surat 21 Juli 2020 | Jaminan Sostal dan
Kesejahteraan Sosial
44 Biasa WhatsApp Juli 2020 | Air
45
46
47
48
49
50
51
52 , o
- ?f "-. _
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54
55
56
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menenma sampai menyelesaikan beberapa kasus laporan dari masyarakat.

Hal ini diperkuat dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 Bab I pasal 2
disebutkan:

| Ombudsman menenma laporan yang disampaikan dengan cara

datang langsung, surat dan/atau surat elektronik, telepon, media

sosial, dan meda laonnya yang diajukan langsung kepada
Ombudsman.
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Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat mula: tahun 2016 sampa
tahun 2020 total laporan pengaduan untuk pemerintah Kota Makassar
yaitu 164 laporan. Walaupun dalam peny Iﬁaian.lspmwn vang dilihat dan
klasifikasi laporan pengaduan terg

petugas Ombudsman dan pelapor dapat disimpulkan mengenai pegawai
melakukan penyelesatan laporan dimana rata-rata laporan diselesaakan
oleh Ombudsman dengan total penyelesman 91%, dan dapat dilihat dan
pelapor vang mengatakan bahwa Ombudsman dalam menenma dan

menindaklanjuti laporan direspon dengan baik dan unggap




2. Responsibilitas ( Responsibility)
Responsibilitas suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses
pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau

ketentuan admimstrast atau tidak sdan sistem, mekanisme dan
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Perwakilan Sulawes: Selatan waitu bentuk upaya pencegahan dengan

melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan public pada




Benkut penehitt melakukan wawancara dengan Asisten Pemeriksaan
Laporan, yain

“Ada vang namanya survel kepatuhan standar pelayanan public surve
kepatuhan  hukum, terus selu /‘\ a-upaya itu ada biasanva
sosialisast, kemudain pembe i habat-sahabat Ombudsman dan
sebagainya, sekali lagi s I_,, ap ada di dporan tahunan TuIalr.
ukur dalam penilaig epan i

mmhﬂ' nan putbhl g
mlcnta
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hukum dimana Ombudsman mensurvei kepolisian, kejaksaaan, pengadilan

untuk melthat sejauh mana lembaga-lembaga penegak hukum 1m
memenuhi standar-standar administrasi penckan hukum. Penyelenggara
pelayanan publik dalam melakukan upaya pencegahan maladmimnistras:

paling dasar dengan  memenuhi  standar pelayanan  publik  serta

mengoptimalkan  manajemen  pengaduan  pada  setiap instans:
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penyelengeraan pelayanan publik. Hal tersebut telah diamanatkan dalam

Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelavanan public dan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2013 fentang Pengelolaan Pengaduan

Tk

\ o

“Jika Kita berbicara tentang menank perhatian tentu ada upaya supaya
mendapatkan  perhatian  masvarakat  dengan  carn  ombudsman
melakukan kegiatan vang interaktif misal kegiatan partisipas)
masyarakat ini bentuknya sosialisasi dimasyarakat, misal vang pernah
dilakukan 1ty curd free day vang di dalamnya ada Ombudsman, ada
juga di mall panakukang tekan lavanan public kemudian pemaringan
sahabat itu bagian dari partisipasi masyarakat, sejak 2019 1w, kami
lakukan PVL ¢ the spet, PVL itu dilakukan di kantor-kantor
penyelenggara pelayanan public dimana salah satunya indikatornys
ada banyak pengguna layanan di kantor terscbut, selebihnya dengan
cara-cara vang lebih efektif dan efisien baik media-media sosial seperti
iu" (Hasil Wawancara pada tangeal | Februan 2021).
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Hasil wawancara dengan Kepula Keasistenan Penernimaan dan
Venfikasi Laporan (PVL) dapat diambil kesimpulan bahwa responsibilitas
dalam upaya pencegahan maladmimstrast vang dilakukan oleh

_* 'Z’f’quﬁ"‘\
on e S

o aan R /
Ombudsingn Republik Indonesia dala
masyarakat, yaitu

“Tentu kemampuan dan upava imi, Kalay kemampuan kan kita
berbicara tentang beberapa kapasitas kelembagaan, pertama ity soal
personil kami sekarang misalnya ada 12 asisten yang terbagi menjach
tiga keasistenan memang Kalau ini secara jumlah masih sangat kurang,
jadi secara kemampuan memang masih terbatas begitupun dalam hal
anggaran, anggaran terbatas karena Ombudsman di Perwakilan 1t
tidak merupakan satuan kera tersendin, jadi istilahnya kami masih
tergantung dengan alokasi dan Ombudsman RI di pusat, Selanjutnya
dan geografis, misalnya ada yang diselayar, atau di gowa Ji tapi dibalik
gunung begity, sehingga penanganannya lama, Namun upava-upaya




7%

tentu banyak dan harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku™
(Hasil wawancara pada tanggal 3 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan ada beberapa

\ 9V, 2 -
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“Nah kedua kasus vang sulit vang memang harus melibatkan biasanya ada
anggaran untuk memanggil ahli dan sebagainya  Selanjumya dan
geografis, misalnya ada vang disclayar, atau di gowa ji tapi dibalik gunung
begitu, schingga penanganannya lama, mungkin yang lain faktor vang
lebih luas, misalnya kebijakan, ada laporan ap: kebijakannva ada di pusat
misalnya vang saya tangoni beberapa bulan i yaitu soal  pupuk
bersubsidi, missal pelapor melaporkan soal pengurangan kuota bersubsidi,
kita bisa tangani disini tapi kebijakan itu bukan disini tapi adanya di pusat
di kementerian pertanian seperti ity juga menghabiskan waktu yang lama
korena kami harus mengeksplorasi banyak hal sebelum menutup kasus
dan mengatakan pelapor bahwa di dacrah ini kami sudah tidak mempunyai
kewenangan lagi karena itu memang sudah menjadi kebijakan nasional
vang istilahnya kalay haruss diubah tidak melalui ombudsman tapi melalw
Jalur-jalur lain ” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Maret 2021),




Berdasarkan hasil wawancara dari Asisten Pemeriksaan bahwa dapat
diambil kesimpulan dalam menyelesatkan laporun  pengaduan  ada
beberapa faktor penghambut Ombudsman R1 Perwakilan Sulawesi Selatan

.....

il
<\l

kesimpulan bahwa responsibilitas dalam melakukan upays pencegahan

maladministrasi dengan melaksanakan program PVL On the spor dan
partisipast masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Hal ini yang memicu
pelaksanaan  upava  pencegahan  maladministras)  ialah  tugas  dan
Ombudsman vang teruang kedalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan amanat
vang wayib dilaksanakan oleh Ombudsman schagai lembaga vang

| R —




berwenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggara
pelayanan.
Kemudian  penehiti  melanjutkan  wawancara  dengan  Asisten

tidak melakukan kembali program pencegahan seperti survei-surver

dikarenanakan waktu pandemik (PSBB) vang prioritas instans: melakukan
work from friome (wih) serta pembatasan berkegiatan di luar rumah.




b. Responsibilitas dalam Membangun jaringan kerja dan Koordinasi kerja

sama.

Membangun janingan kerja dan koordinasi serta kerjasama merupakan

akan meningkatkan efekufitas dan efesiensi pelaksanaan peran lembaga,
termasuk dengan berbagai jems spesifik Omnbudsman yvang berada i
Iingkungan daerah. Salah satu sudut pandang penting yang perlu
diperhatikan adalah bahwa, hak-hak masyarukat untuk mendapatkan
pelayanan publik yang baik dan kewajiban masyarakat untuk berpartisipusi




dalam pembangunan adalah dua hal yang harus dilakukan untuk
memberdayakan masvarakal.
Berdasarkan narasi tersebut adapun wawancara yang dilakukan kepada

di ketika ada laporan

“Kalau koordinasi secus poin
ali s Ombudsman

kami lakukan klari fikasi se)
2 i Se d il / 1 kRl [

B L

disebut juga nota kesepahaman beruyjuan untuk mensinergikan kerjasama
dan koordinas: dalam peningkatan kapasitas kelembagaan disetiap institusi
serta memperkuat komitmen untuk memngkatkan kualitas pelayanan
publik. Dalam hal ini agar Ombudsman RI Perwakilan Sulawes: Selatan
dapat lebih mengefisienkan waktu dan memudahkan dalam menyelesaikan
laporan pengaduan masvarakat di instansi atau wilayah terlapor tersebut
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat
diambil kesimpulan bahwa Ombudman scbagai pengawas pelayanan

publik telah melaksanakan program-program pencegahan maladministrasi

memperianggungawabkan, menyajikan dan melaporkan akuvitas dan
hasil kimerjanya kepada Presiden, DPR R1, Ombudsman Pusat dan kepada
Masyarakat.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan Asisien Pemerniksaan
Laporan, vaitu sebagai berikut:
“hka di termal  itu  begenjang secara  organisasi  pasti
pertanggungjawabanya ke atasan langsung kalau misalkan kami ke

kepala perwakilan, kemudian secara etk maupun inspektorat
Ombudsman itu kami melakukan pertanggungjawaban, nah cksternal
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1tu tadi ke presiden dan DPR kemudian ke masyarakat melalui laporan
tahunan Ombudsman Republik Indonesin  Sementara  cksternal
keuangan kami hanya bertanggungjawab ke BPK RI Secara terpusat
Kami setiap tahun Ombudsman menyampaikan laporan langsung ke
Presiden Jokowi tentang apa capaian kemudian apa  hambatan
termasuk Juga Iembag&-[umbaga- jana  vang tidak menjalankan

- Ir.an -undakan  korekuf
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selatan yang diberi tugas untuk menyelenggaraan pelayanan publik, juga
melakukan berbagai macam tugas lainnya yaitu memberikan saran pada
Presiden juga perbaikan dan penyempumnaan orgamisasi dan prosedur
pelayanan  public selain itu juga membenkan saran pada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) terkant UUD dan Peraturan perundang-
undangan  lainnyadan  lain  scbugainva.  Adapun  bentuk
pertanggungjawaban atas penanganan laporan kepada masyarakal yang




melapor yaitu melalw Laporan Akhir Hasil Pemenksaan melalui website

Trawking Ombudsman, namun laporan tersebut hanya dapat dilihat oleh

masyarakat vang ftelah melakukan pengaduan  Adapun  bentuk

ALY

iva mengawasi dinnva sendin, jadi kami i intemnal 1w kams
dibeberapa unit yah untuk mengawasi internal seperti ve tadi sava
sampaikan vaitu inspektorat, guality assurent dan ada numanva WBS
(Whistleblowg  System) kemudian atasan langsung. nah ini
kemudian yang diinternal yvang dikuatkan ™

Berdasarkan wawancara  dengan  asisiten  Pemenksaan  bahwa
Ombudsman sebagai salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik
(sekaligus menjadi pengawas pelayanan public), sejak tahun 2017 telah
mengeluarkan Pemturan Ombudsman Nomor 27 tahun 2017 tentang

-




Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran internal (whiselehlowing
Svstem) di hingkungan Ombudsman, yang di artikan sebagai pengadu,
memiliki makna setiap orang vang mengetahui langsung dan mengadukan
adanya indikasi pelunggaran di | Ombudsman, Hal tersebut
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C. Pembahasan
1. Responsivitas (Responsiviness)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah divraikan terkait dengan
responsivitas  Ombudsman  Republik Indonesia  Perwakilan  Sulawesi
Selatan dalam menvelesaikan laporan pengaduan masvarakat, maka
didapatkan bahwa daya tanggap Ombudsman sejak menerima laporan,
melakukan pemeriksaan sampal menndaklanjuti laporan dilakukan sesua
dengan ketentuan pada Persturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020




Masyarakat Kota Pekanbaru” Hasil penelivon menunjukkan bahwa
kinerja Ombudsman R1 Perwakilan Provinsi Riau dalam penanganan

pelaporan pubhik Kota Pckanbaru sudah berjalan dengan baik, namun

Noine

N

direspon dengan baik dan tanggap,
1. Responsibilitas (responsibility)

Berdasarkan hasil penclitian yang telah diuraikan terkait dengan
responsibilitas  Ombudsman RI Perwakilan Sulawes: Selatan, maka
didapatkan bahwa Ombudsmandalam melakukan upaya pencegahan
maladministrast dapat dikatakan belum berjalan optimal Hal tersebut
dapat dilihat dari beberapa hambatan dalam penyelesaian laporan dan
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pencegahan maladministrass. Dan hasil penelitian ditemukan  bahwa
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan sebagai

lembaga pengawas vang dituntut mampu mengenali kebutuhan masvarakat

e

N
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dapat dihindan. Sasaran be; upava pencegahan im yaitu masyarakat
scbagai penerima pelavanan publik. Upaya pencegahan tersebut seperti
kegiatan  partisipasi  masyarakat.  Bemtuk  upaya  pencegahan
maladministrasi kedun preventif, yaitu upaya pencegahan maladministrasi
pelayanan public yang dilakukan agar pemberi layanan paham dan mampu
memberikan pelayanan sesual dengan Undang-undang yang berlaku
Sasaran dari bentuk upaya pencegahan ini vaitu instans) pemenntih




scbagai pemben layanan kepada masyamkat Namun dalam proses
pelaksanaan menyelesmakan laporan maladministrasi ada beberapa factor
yang memadi penghambat Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

penelitian menunjukkan bahwa kinerja Ombudsman perwakilan provinsi
Riau dalam hal ini efektivitas Ombudsman Republik Indonesia DPRD
Provinsi Riau perlu dikagi guna mewujudkan tujuan pengawasan. Namun
dalam hal im pelaksansan tugas dan fungsi Ombudsman Republik
Indonesia perwakitan Riau massh terdapat beberapa kendala antara lain
kurangnya sumber daya manusia, kekurangan dana. masih perlu ditambah




fasilitas penunjang guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya,

serta keberadaan Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia Provinsi
Riau masth kurang di kalangan masyarakat Hal inilah vang menyebabkan

partisipasi masyarakat sebagai sinergitas agar program pencegahan dapat
berjalan dengan maksimal




3. Akuntabilitas (accountability)

Berdasarkan hasil penelitan yang telah diuraikan terkait dengan

akuntabilitas Ombudsman Rl Perwakilan Sulawesi Selatan, maka

| ((/f mu“"\\“\
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penyelenggaraan suatu kegiatan Kepada pihak vang memiliki kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebagai salsh satu
prinsip good corporate governence berkaitan dengan pertanggungjawaban
pimpinan atas keputusan dan hastl yang dicapai, sesuai dengan wewenang
vang dilimpahkan dalam pelaksansan  tanggungiawab  mengelola

organisasi
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Ombudsman Rl Perwakilan Sulawesi selatan sebagai lembaga publik

yang mempunya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanat
yang dilaksanakan serta perkembangan  penvelesaian  laporan,

penanganan laporan kepada masyarakat yang melapor yaiu melalu
Laporan Akhir Hasil Pemenksaan melalui website Tracking Ombudsmun,
namun laporan terscbut hanya dapat dilihat oleh masyarakat vang telah
melakukan pengaduan.  Adapun  bentuk pertanggungjawaban oleh
Ombudsman Rl Perwakilan Sulawesi Selatan kepada masyarakat umum
yaitu media sosml, laporan bentuk tertulis tdak ada terkhusus ke
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masyarakat hanya saja laporan tahunan yang dikeluarkan ke publik yaitu
Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini sehagaimana
vang divtarakan oleh Dwiyanto (dalam Sudarmanto, 2014: 16)
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masyarakat. Factor-faktor yang menghambat kinerja adalah kurangnya
kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam menyelesaikan laporan,
tidak adanya mekanisme system kerja, kurangnya sarana dan prasarana,
kendala anggaran. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan
Ombudsman di Jawa Tengah, dan kepemimpinan dan tm yang mendrong
kinerja Ombudsman.




Berdasarkan hal terscbut, dapat disimpulkan bahwa  Kinera
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dari aspel

akuntabilitss  dapat dikatakan belum akuntabel dan belum maksimal




total penyelesaian 91% laporan, dalam hal ini laporan penyelesaian telah

mencapai target dari Ombudsman Perwakilan dengan 90% penyelesaian.
2. Responsibilitas (Responsehility)

Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawes) Selatan
dan aspek responsibilitas belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat
dilihmt dan program sosialisasi yang dilakukan Ombudsman seperti
partisipasi masvarakat dilakukan ditahun sebelumnya belum maksimal

a4

e ———




dikarenakan ditengah waktu pandemi, sena mengalami hambatan dalam
penyelesaian laporan sepertt Sumber Daya Manusia vang terbatas dan
minimnya anggaran,

3. Akuntabilitas (accoutabiin

an Sulawes: Selatan

mengijukan beberapa saran terkait Kineja Ombudsman RI - Perwakilan

Sulawes: Selatan pada penyelesaian laporan masyarakat sebagas berikut:

I Dalam menyelesaikan laporan Ombudsman dapat memberikan ketetapan
waktu penyelesaian agar masyarakat mengetahwi rincian waktu laporan
tersebut.

2. Dengan masih minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat terkait
lembaga Ombudsman maka scbaiknya melakukan kerjasama dengan




berbagai  pihak-pihak  atau lembaga-lembagn vang terkmt  Serta
mengadakan lebih banyak kegiatan yang bersifat partisipasi masyarakat
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LAMPIRAN
Laporan Pengaduan di Kota Makassar

No. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik Kota
I

2.

3

= ;ﬁl :,. " - S i
s .. ﬁi‘\ . .E .:}“, : .I

4

5.

6

7

8

v PDANM Camba Banudm.‘hhimmg Baru

0. Dinas Sosial Eﬁlﬁm sembako di Kelurahan Penampu belum
11 | Camat Panakkukkang Ada warga dan sukaria tamamaung belum tenima

¥ 3 Bansos Belum pernah didata untuk mendapatkan bansos.
13. Kecamatan Tallo Belum mendapatkan sembako,

4 Pemilik tanah vang meminta permohonan penerbitan
M| Lurah Katimbang | \34h dimintai pembayaran sebesar Rp 90.000,000,-
5 K Adanya surat edaran dari Kemenag yang tidak
' ncHg membolehkan pernikahan selama Pandemi.
16 Dinsos Sudah melaporkan ke Ibu RT tapi jawabannya harus
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“Bagian Bansos Covid
197

ke Kantor Kelurahan, sedangkan pada saat PSBB
dilarang keluar rumah.

17.

Lurah/ RW/RT

Pembagian Bantuan yang tidak merata dan
transparan dari pihak Lurah, RW, dan RT berkaitan
Cowid 19.

18.

19.
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Dinas Ketanaga Keraan

Masalah Pesangon seorang buruh yang belum
dibayarkan.

21

Dinas Tata Ruang

Masalah IMB (lzin Mendinkan  Bangunan) terkait
pemberian izin lokasi antara aparat pemerintah
selempat dengan masyarakat.

Puskesmas Bongava

Pasien yang terkena Covid 19 yang belum tertangam
karena kurangnya kelengkapan berkas serta sarana

| dan prasaran dari puskesmas setempat.
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No | Mekanisme Penyampaian | 2016 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020
I | Datang Langsung 229 | 277 | 309 | 325 | 113
2 | Surat 28 | 37 | 45 | 55 | 167
3 | Investigasi Inisiatif 6| 2] 2|0
4 | Telepon 1| o | 1s
5 | Email 13
6 | Media Sosi 2
7

8

Pen
Tidak

milon| R|%|E

Tidak P 6

e v el wiew|—|2

Permintaan Imbalan Uang, Barang | 5 | o4 14
dan Jasa

Tidak Kompeten 10

|

Diskriminasi 8

Konflik Kepentingan 6

10 | Berpihak 1

B|l- o | D=

11 | Tidak Diketahui 0

ﬁnuumn
EHHQ—H

Total laporan 291 122

Sumber: Ombudsman Rl Perwakilan Sulawest Selatan
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Jumlah
No Kelompok Instansi
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Pemenntah Daerah 100 | 140 | 164 123

SO O ] Oh | | e | | —

\S\\, HI! f{ﬁ
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DATA KOTA TERLAPOR 2016-2020
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o 2016

No hota Jumlah Persen
I | Kota Makassar 157 54%
2 | Kab Gowa ' 12%
3 | Tidak Diketahu 5%
4 | Kab. Pinrang
5 | Kab. Bulukumhb
6
7
8 v
9 S'E,.\\\'l
= }E:‘ e
" '
12
13
14
15
16
17
18
19 : :
20 | Kab, Sinja l <1%
21 | Kab. Soppeng I <1%
22 | Kab. TanaToraja 1 <1%
23 | Kab, Wajo | <1%
24 | Kab. Enrekang 1 <1%
25 | Kab. Bantaeng 1 <1%

Total Laporan 291 1::




s

Z
s

Jumliah

f;:"”f
)

---------

21 | Kab. LuwuTimur 2 <1%
22 | Kab. TanaToraja 2 <1%
23 | Kab. TorajalUtara 1 <1%
24 | Kota Bogor 1 <1%
25 | Kab Enrekang ] <1%
26 | Kota ParePare 1 <1%

Total Laporan 357 100%
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No Kota Jumlah Persen

] 2

21 2

22 2

23 . 1

24 | Kab. Toraja Utara | <1%

25 | Kab. KepulavanSelayar 1 <1%

26 | Kota Mataram 1 1%
Total Laporan 398 100%
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e 2019

Persen

5%

<1%
<1%
<1%
<1%
<i%
<1%
<1%

100%

Jumlah

255

Kota

Kota Makassar

Kota Palopo

Kota Surabava

Total Laporan

No

1

22 | Kab. Bantaeng

23

24 Kota Adm Jakarta Sclatan

25 Kota Palu

26 Kab. Enrekang

27 Kab, KolakaTimur

28




No Kota Jumliah Persen
1 Kota Makassar 159 42%
2 Tidak Diketahui 17%
3 Kab. Gowa 6%
4 | Kab Takal : 4%
5 Kab.

6 ' d

-

5 v
9

10

11

12
13 | Kab, - <
4 Kota b
15 | Kot
16 | Kab. %
17 | Kab. Si 1%
18 | Kab. K _ 1%
19 | Kab. Sinjai 2 <1%

20 | Kab. TanaToraja 2 <1%

21 Kab, Torajaltara 2 <1%

22 Kab. LuwuTimur | <1%

23 Kab. Luwu 1 <1%

24 Kab, Luwullara | <1%

25 | Kab. Polewali Mandar 1 <1%

26 | Kab. Majene | <1%
27 | Kab. Soppeng 1 <1%

Total Laporan 380 100%




DATAKOTAPELAPOR
2016-2020
« 2016
No Kota | tlah Persen

i
|77/
NN e

S
XN i 2 L

-

o
TSN
§ iy "N

i
L

1

! 1

21 |

22 ) 1
23 Kab. Wajo 1 <1%
24 Kab. Jayapura | <1%
25 Kab Enrekang 1 <1%

Total Laporan 279 100%
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. 2017
No Kota Jumlah Persen
| KotaMakassar 179 52%
2 Kab Gowa 40 12%
k] Kab Bulukumba 6%
4 Kab.Pinrang 4%
5 Kab. Bone 3%
6 Kab. T: 3%,
7 Kab 2
s k
9
10 .
11
12
13 -
14
15
16 r
17
18
19 .
20 Kab. n 1%
2] Kota <1%
22 <]%
23 Kab_ Jayapura 1 <1%
24 Kab TorajaUtara 1 <1%
25 Kab KolakaUtara 1 <%
26 KotaAdm JakartaBaral 1 <1%
27 KotlaAdm Jakartaltara I <|%
28 KotaAmbon 1 <1%
29 Kab. Enrckang | <%
30 Kab KolakaTimur 1 <1%
31 KotaParePare i <1%
Total Laporan 341 100%
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Kota

KotaMakassar

Total Laporan

Kota Adm JakartaUtara

Kota Bitung
Kota Depok
Kab. Luwu

Kab Enrekung
Kab Luwu Utara

Kab Gorontalo
Kab. Wajo
Kota Palopo

« 2018
No

18
9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l




No Kota Jumlah Persen
| Kota Makassar 128 46%
1 h
3 s
4
5
6
7
8
u

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

n

23

24

25 Adm Jakara !

26 Kota Adm JakartaTimur | <%

27 Kab. Wakatobi I <1%

28 Kota Adm Jakarta Pusat ! <1%

29 Kab, Barru 1 <1%

30 Kab. LuwuUtara 1 <1%

3l Kab. Teluk Wondama 1 <1%

32 Kab. Tangerang I <1%

i3 Kab. TanaToraja 1 <1%

34 Kab. Pasangkayu i “<1%

35 Tidak Diketahui | <1%
Total Laporan 276 100%
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22

23

24 1 <1%
25 Kab. Manggarai Timur 1 <1%
26 Kab. Luwu 1 <1%
27 Kota Balikpapan [ <1%
28 Kota Adm_Jakarta Pusat | <1%
2 Kab. LuwuTimur | <1%
30 Kab. Barru | <1%
31 Kab Mamuju 1 <%
32 Kota Adm Jakarta Timur 1 <1%

Total Laporan 222 100%




Subtansi laporan 2018-2020

S
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Subtansi Laporan 2018

Agraria
Kepegawaian

Kepolisian

.......

213 IRIBIZIBIRIN B2 |3 &[G E|G|R|Z|S|e|e| e[| w |-

Keagam L

' i 1

Hak Sipil dan 2

Jaminan Sosial |

Pertahanan 1

Telekomunikas: dan Informatika |
198
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Subtansi Laporan 2020 Jumlah

I | Agraria 80

2 | Tidak Diketahu 47

3 |

4

5

6

7

8

Kesejahteraan Sosial

Hak Sipil dan Politik

Permukiman dan Perumahan

Pertahanan

SRGIES

Telekomunikasi dan Informatika

Total




Wawancara Asisten Pemeriksaan Laporan

Wawancars yang Jilekutan dengan Asisten Pemeriksoan terkait Tugas
Ombudsman RI Pervakilan Sulawesi Selatan dalam menyeles: an lupor
pengaduan di Kota Makussur

117
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Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan terkait responsivitas
Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam melakukan pelavanan public




Wawancara dengan masyarakat pelapor terkait

Respon dan pelayanan oleh Ombudsman R1 Perwakilan Sulawesi Selatan

119




SULAWED] SELATAN
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OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
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SALINAN

i ‘d

'H#n An 0& i

¢ bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun
2017  tentang Tata Cara  Penerimaan,
Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Ombudsman Republik Indonesia sehingga periu
dinbah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu  menetapkan  Peraturan  Ombudsman
tentang Perubahan  atas Peraturan
Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan
Penyelesaian Laporan
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomg

Pelayanan Hlbﬁl ST
indonesia Tai 20

Tahun 2009 tentang
ran Negara Republik
I L?. Tambahan

2019 Nnmorlﬂ?i):
6. Pergturan Umbudsman Nomor 43 lahun 2020
tentang  Organisasi dan  Tata Kerna pada
Keasistenan  Ombudsman  Republik  Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 644);




Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA

“‘ﬁl‘\p\do‘q

P
Y '_ !:" _ \'b"'l.\'l-‘ .rtu,ry

““-‘.\}‘ :

mcnyclmggmkm Pclayana:n PuhIrL tertentu
vang scbagian atau  scluruh  dananya
bersumber dan anggaran pendapatan dan
negara  dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

2. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
vang selanjutnya disebut Perwakilan adalah
Kantor Ombudsman di  Provinsi  atau
Kabupaten/Kota yang mempunyai hubungan
hierarkis denganOmbudsman.

3. Asisten Ombudsman  yvang  selanjutnya
disecbut  Asisten adalah pegawai  yang
diangkat oleh Ketua Ombudsman
berdasarkan persetujuan Rapat Plenoanggota




Ombudsman untuk membantu Ombudsman
dalam menjalankan fungsi. tugas, dan
kewenangannya,

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan
peraturan :
warga n

adalah Warga Negara Indonesia atau
penduduk yvang memberikan Laporan kepada
Ombudsman.

Kuasa Pelapor adalah perscorangan atau
badan yang diberikan hak untuk mewakil:
pelapor dalam menvampaikan laporan ke
Ombudsman.

10. Terlapor adalah penyeclenggara negara.

pemerintah, atau badan swasta scrta
perorangan  yvang  diduga  melakukan
Maladministrasi  vang dilaporkan kepada
Ombudsman atau ditemukan pada saat
Pemenksaan

Atasan Terlapor adalah
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pimpinan penyelenggaraan negara,
pemermtah atau badan swasta serta
peseorangan  vang diduga melakukan
Maladministrasi yang dilaporkan kepada
Ombudsman. '

mengalami secara
rangkaian

16. Medias1 adalah proses penyelesaian
sengketa Pelayanan Publik amtar para
pthak  melalui  bantuan, baik oleh
Ombudsman  sendin maupun  melalw
mediator yvang dibentuk oleh
Ombudsman.

17. Konsiliasi  adalah  proses  penyelesaian
L aporan masyarakat vang  dilakukan
konsihator Ombudsman terkait
penyelenggaraan Pelayvanan Publik dengan
twjuan untuk mencan penyelesaian yang
dapat diterima kedua belah pihak melalu
usulan  kerangka  penyelesaian  oleh
konsihater Ombudsman.
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I18. Resolusi adalah proses penyelesaian
Laporan  vang  dilakukan  melalu
Konsiliasi, Medisasi. Ajudikasi dan/atau
penerbitan Rekomendasi  setelah  hasil
Pemeriksaan menyatakan bahwa telah
terjadi aladministras: aleh

zears F \t anan Publik.

""""

24. Rekomendasi Penjamuhan Sanksi adalah
Kekomendast Ombudsman vang
disampaikan kepada pejabat  pemberi
sanksi administranf.

2. Judul BAB 11 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut;
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BAB Il

PENERIMAAN, KONSULTASI, DAN VERIFIKASI LAPORAN

% “‘fuv‘*\\

C. memuat uraian penstrwa, tundakan, atau
keputusan yang dilaporkan secara rinci:

d. sudah menyampaikan Laporan secara
langsung kepada pihak Terlapor atau
atasannya tetapi Laporan tersebut tidak
mendapat  penyvelesman  sebagaimana
mestinya: dan

e. peristiwa, tindakan, atau Keputusan yang
dilaporkan belum lewat 2 (dua) tahun
sejak penistiwa, tindakan, atau Keputusan
yvang bersangkutan terjadi.

[2) Dalam hal Laporan tidak memenuhi Svarat
Formil. Ombudsman  memberitahukan
secara tertulis Kepada Pelapor untuk
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melengkapi Laporan,

(3) Apabila dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak pemberitabuan  tertulis
diterima Pelapor tidak segera melengkapi
dan menvampaikannya kepada

/,-l Gpﬁ MUHAM
g eAS o “
_\‘U' w )
§ - \\\‘\ﬂ‘l,hf//
*
C
3

yf“'n-n; WY

ruang lingkup kewenangan Ombudsman; da

e. Substansi yang dilaporkan tidak sedang
dan/atan  telah  ditindaklanjuti  oleh
Ombudsman.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah schingga berbunvi
sehagaiberikut:

Pasal 6

(1} Venfikasi Syarat Formil dan Syarat Maternl
dilakukan oleh Keasistenan vang




membidang fungsi Verifikasi.

(2) Hasil verifikasi Syarat Materiil  disusun
dalambentuk ringkasan hasil verifikasi.

(3] Ringkasan hasil verifikasi paling sedikit

bbb rdss
'u::_'_-_\t"f L e

anjutkim Pemerthsant seh i
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan
dalam keputusan rapat untuk diberitahukan
secara tertulis kepada Pelapor.

(2) Dalam  hal  Ombudsman  berwenang

- melanjutkan  Pemeriksaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7  huruf b,
Ombudsman dapat melakukan penugasan
atau penyerahan Laporan.

(3) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunvi




131

sebagaiberikut:
Pasal 9

(1} Penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 avat (2) dilakukan oleh Ombudsman
dalam  hal  dugaan
'apulhnu berada di

Pasal 12

(1} Pembuktian dugaan Maladministrasi dalam
proses Pemeriksaan Laporan dilakukan untuk
menemukan bukti mateniil dan/atau formil
vimg  mendukung  ferpenuhinya unsur
Maladministrasi.

(2) Bukti dalam Pemeriksaan Laporan berupa
a. surat/ dokumen;

b. keterangan:
1. Pelapor.
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{2] Hasil Pemenksaan dokumen dituanegkan
dalamlLaporan hasil Pemenksaan dokumen.

(3) Laporan  hasil  Pemenksaan  dokumen
scbagaimana dimaksud pada ava (2) paling
sedikit memuat;

a. nomor dan tanggal registrasi;

b.

wdentitas Pelapor.

c. Terlapor;
d.
e

. substansi Laporan;

kronologi Laporan,




f. dugaan Maladministrasi.
g. harapan Pelapor,

h. peraturan terkait;

i. data pendukung sementara;
j. analisis:

< A
»

I Y s T A

b ST Y,

S fond
S ondha
P N, Seigion
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Pasal 14

(1] Pemeriksaan dapat dihentikan dalam hal.

a. substanst Laporan  diketahui  bukan
wewenang Ombudsman;

b. substansi  Laporan  memadi  objek
pemeriksaan pengadilan:

¢. Laporan sedang dalam proses
penyelesaian dalam waktu vang patut dari
instansi.

d. Pelapor tidak memenuhi  permintaan
Ombudsman untuk memberi tanggapan
atau melengkapt data tambahan. dan




e. Laporan dicabut Pelapor pada tahap
sebelum dilakukan permintaan klarifikasi.

[2) Keputusan penghentian Pemenksaan
sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditandatangam oleh Ketua Ombudsman atau
F disampaikan kepada

Pemeriksaan.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunvi
schagaibenkut:

Pasal 16

(1} Permintaan Klanfikasi tertulis schagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 avat (1)
disampaikan kepada Terlapor, Atasan
Terlapor dan pihak terkait lainnya

(2) Terlapor dan/atau Atasan Terlapor wanb
menjawab permintaan Klarifikasi




Ombudsman  sccara tertulis dalam  waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari sejak

diterimanya  surat  permintaan  Klanfikasi
tersebut,

(3] Apabila dalam waktu paling lambat 14

{:mpatbe!ns] : ebagaimana pada avat (2)

i ssan Terlapor ndak

Ombudsman

(7)., maka Keasistenan vang mem
fungsi  Pemeriksaan dapat  mengusulkan
dilakukan  penerbitan  LAHP  kepada
Anggota Ombudsman vang membidangs
substansi.

[9] Ketentuan lebih lanjut tentang hak jawab
Terlapor dan/atau Atasan Terlapor ditetapkan
oleh Ketua Ombudsman.

14. Ketentuan Pasal 17 dwubah schingea berbunyi
sehagaiberikut:

Pasal 17




(1} Dalam melakukan Pemeriksaan, Ombudsman
dapat melakukan pemanggilan secara teriulis
kepadaTerlapor.

(1a) Pemanggilan schagaimana dimaksud pada
ayat ( | ) dilakukan untuk meminta klarifikasi
secara langsung.

(2) Pemanggilan

.."'-z"-ﬂ"r

. 'f ’”f 1”‘\
~ \ / “ A\
- “i-.- I halh < ¢hin

dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan
lapangan.

(2] Laporan  hasil  Pemeriksaan  lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. substansi Laporan;
b. kegiatan vang dilakukan;

<. lemuan;

d. penjelasan  Pelapor.  Terlapor, Atasan
Terlapor dan/atau pihak terkait, apabila
Pemeriksaan lapangan dilakukan secara
terbuka:




e. Kkesimpulan, dan
f. rencana tindak penyelesaian.

(3] Laporan hasil Pemeriksaan lapangzan disusun
paling lambat 10 (sepuluh) hart sejak
selesainya kegiatan Pemeriksaan lapangan,

A

i6. Kﬁltl'llllﬂ!:l Pa iubab schingea berbunyi

mlfapm dnﬂuknn kamitjf vang harus
dilakukan oleh Terlapor, Atasan
Terlapor atau instansi terkait.

|3) Terhadap  Pelapor vang  identitasnya
dirahasiakan, maka Laporan Akhir Hasil
Pemeriksaan  (LAHP)  tidak menyvebutkan
identitas Pelapor.

(4) Keasistenan vyang membidangi  fungsi
Pemeriksaan melakukan bedah Laporan
scbelum menetapkan Laporan AKhir Hasil
Pemeriksaan (LAHP) dengan melibatkan
Anggota atau Kepala Perwakilan.

(5] Dalam hal hasil Pemeriksaan ditemukan
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Maladministrasi, tidak ditemukan
Maladministrasi atau dihentikan,
Ombudsman menyvampaikan surat
pemberitahuan  kepada  Pelapor  untuk
memberikan tanggapan sebelum

diterbitkannya wporan  Akhir  Hasil
Pemeniksaan (J

e A
..J. r:.I *}IL“I“:‘ -:"'”:.'I{l(‘; .

e s

. sfenan yang

membidangi fungsi Pemeriksaan
melakukan koordinasi dengan
Keasistenan yang membidangi fungsi
Resolusi dan Monitoring.

(6b)Dalam hal terdapat keberatan dari

Terlapor/Pelaporterhadap Laporan ARNir
Hasil Pemeriksaan (LAHP) maka
keberatan disampaikan kepada Ketua
Ombudsman.

(7) Terhadap Laporan Akhir Hasil Pemernksaan
(LAHP) sehagaimana dimaksud pada ayat (6)
vang tdak memperoleh tundak lanjut dan
Terlapor setelah 30 (tiga puluh) hari dan




telah dilakukan 2 kali monitoring oleh
Keasistenan  vang  membidangi  fungsi
Pemeriksaan, maka diserahkan  kepada
Keasistenan  yang membidangi  fungsi
Resolusi  dan Mnmtnnng untuk  diambil

24
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18, Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunvi
sebagmbenkut:

Pasal 28

(1} Laporan dinvatakan selesai apabiia

a. Pemeriksaan dihentikan karepa alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1)

b. telah  memperoleh  penvelesatan  dari
Terlapor,




c. telah  mencapai  kesepakatan  dalam
konsihiasidan/atan mediasi;
d. telah diterbitkan rekomendasi; atau

e. udak ditemukan Maladministrasi

(2] Laporan dapat _@itutup pada setiap
gl aporan apabila:
: sebagaimana

uk .',*I.- 3N a
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(2} Pelapor yang telah mencabut Laporannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) udak
dapat menyampaikan kembali Laporan yang
sama.

20, Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

Pasal 31
{1) Palam hal Laporan dapat ditindaklanjuti

melalui Mediasi,  Keasistenan  vang
membidangi  fungsi  Pemerniksaan  dapat
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mengusulkan  penyelesaian sccara  tertulis
kepada Keasistenan yang membidangi fungsi
Resolusi.

(2] Dalam waktu paling lama 7 (wjub) hari,
Keasistenan  yang membidangi  fungsi
Resolusi sk !

Pasal 41

(I} Ombudsman dapat meminta Keterangan
Terlapor dan/ataw Atasan Terapor. dan
melakukan  Pemeriksaan  lapangan  untuk
memastikan pelaksanaan Rekomendasi.

{2] Pemantauan pelaksanaan Rekomendasi
dilaksanakan dalam rentang waktu 60 (enam
puluh)  hari  terhitung scjak  tanggal
diterimanya Rekomendasi.

(3) Ombudsman melakukan pemantauan
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pelaksanaan  Rekomendasi  oleh  Terlapor
dan/atau Atasan Terlapor untuk menyvatakan
Terlapor dan/atau  Atasan Terlapor telah
melaksanakan  Rekomendasi, melaksanakan
sebagian Rekomendasi atau tidak
melaksanakan Rekos dasi.

ambat 60 (enam
dasi tidak
akan sebagian,

A 1']

sawthope
e bt

23, Ketentuwan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi
sebagaiberikut:

Pasal 42

(i] Ombudsman memantau hasil kescpakatan
Mediusy/Konsiliasi sesuai dengan berita acara
hesepubalan,

(2] Momtoring hasil kesepakatan
MediasyKonsiliasi  dilaksanakan  dalam
rentang waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
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hari terhitung  sejak  tangpal  kescpakatan
ditandatangani.
(3) Monitoring  hasil kesepakatan
Mediasi/Konsiliasidilakukan melalui:
a. Permintaan keterangan kepada Pelapor,

GRS,
T .-"":.: . . . ":‘-“Q'h. :
b ‘\
'://.f»f'uu_t"t\‘}‘;
i. 't"i'; ;

pada tanggal 17 Desember 2020

KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTn.
AMAULIAN KiFAl
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASA
REPUBLIK INDONES -
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RIWAYAT HIDUP

Ade Abfianti atau yang lebih dikenal dengan nama Ade,
lahir di Bakunge tanggal 15 september 1997 Anak pertama
dari 5 bersaudara, lahir dan pasangan suami istri Bapak

akhir skripsi ini denga
Selatan dalam Menyelesgik . :
Semoga dengan penelitian tugas akhir :lr.npm ini mampu membenkan Kontnbusi
terutama bagi duma pendidikan khususnya dalam pengembangan disiphn ilmu
Administrasi Negara.

Bismillahirrahmanirrahim, jangan pernah berkata “tidak mungkin®™ nothing
is tmposible when ALLAH said “kun fuvakun”.




